
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1618, 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN. Akun Standar. 
Bagan. 

 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 214 /PMK.05/ 2013 

TENTANG 
BAGAN AKUN STANDAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan 
Keuangan Negara yang memerlukan integrasi antara 
penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran 
serta standardisasi Bagan Akun Standar, telah 
ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; 

b. bahwa dalam rangka penerapan sistem akuntansi dan 
pelaporan keuangan pemerintah Pusat sesuai Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu 
mengatur kembali ketentuan mengenai Bagan Akun 
Standar; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan berwenang 
untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan 
keuangan negara;  
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Bagan Akun Standar; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4813); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BAGAN 

AKUN STANDAR. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar 

kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun 
secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan 
pemerintah. 

2. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang 
selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen rencana keuangan 
tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.  

3. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang 
selanjutnya disingkat RDP BUN adalah rencana kerja dan anggaran 
BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk 
anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan 
kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang 
pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara. 

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan 
anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara. 
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5. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah 
atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. 

6. Segmen adalah bagian dari BAS berupa rangkaian kode sebagai dasar 
validasi transaksi keuangan yang diakses oleh sistem aplikasi. 

7. Atribut adalah kode tambahan pada BAS yang mengacu pada Segmen. 

Pasal 2 
(1) BAS terdiri atas 12 Segmen sebagai berikut: 

a. Segmen Satker; 
b. Segmen KPPN; 
c. Segmen Akun; 
d. Segmen Program; 

e. Segmen Output; 
f. Segmen Dana; 

g. Segmen Bank; 

h. Segmen Kewenangan; 
i. Segmen Lokasi; 

j. Segmen Anggaran; 
k. Segmen Antar Entitas; dan 

l. Segmen Cadangan. 
(2) Segmen Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

merupakan kode satker dengan Atribut antara lain berupa kode 
Bagian Anggaran dan kode Eselon I. 

(3) Segmen KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
merupakan kode KPPN dengan Atribut antara lain berupa kode Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

(4) Segmen Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
merupakan kode Akun. 

(5) Segmen Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
merupakan kombinasi dari kode Bagian Anggaran, kode Eselon I, dan 
kode Program. 

(6) Segmen Output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
merupakan kombinasi dari kode Kegiatan dan kode Output, dengan 
Atribut antara lain berupa kode Fungsi dan kode Sub Fungsi. 
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(7) Segmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
merupakan kombinasi dari kode Sumber Dana, kode Cara Penarikan, 
dan kode Nomor Register. 

(8) Segmen Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, 
merupakan kombinasi dari kode Tipe Rekening dan kode Nomor 
Rekening dengan Atribut antara lain berupa kode KPPN. 

(9) Segmen Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
merupakan kode Kewenangan. 

(10) Segmen Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, 
merupakan kode Lokasi. 

(11) Segmen Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, 
merupakan kode Anggaran. 

(12) Segmen Antar Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, 
merupakan kode Antar Entitas. 

(13) Segmen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, 
merupakan kodefikasi yang akan dipergunakan apabila diperlukan di 
kemudian hari. 

Pasal 3 

(1) Segmen BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijelaskan lebih 
lanjut pada Penjelasan Segmen Bagan Akun Standar sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Kodefikasi Segmen BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

Pasal 4 
BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh Kementerian 
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagai pedoman dalam: 
a. penyusunan RKA-KL/ RDP-BUN; 

b. penyusunan DIPA; 
c. pelaksanaan anggaran; 
d. pelaporan keuangan Pemerintah Pusat; dan  

e. proses validasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat. 

Pasal 5 

(1) BAS dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 
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(2) Dalam rangka pengelolaan BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat melakukan pemutakhiran 
BAS. 

(3) Dalam rangka menunjang pengelolaan BAS oleh Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 
Keuangan dapat membentuk Tim BAS. 

(4) Pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
berdasarkan: 
a. usulan; dan/atau 

b. penetapan kebijakan. 

Pasal 6 

(1) Usulan pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(4) huruf a, berasal dari: 
a. Kementerian Negara/Lembaga; dan/atau 
b. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. 

(2) Usulan pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Direktorat 
Jenderal Anggaran/Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 

(3) Usulan pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan meliputi pemutakhiran yang terkait dengan 
Segmen Akun dan/atau Segmen Lokasi terkait dengan penerusan 
pinjaman. 

(4) Usulan pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat 
Jenderal Anggaran meliputi pemutakhiran yang terkait dengan: 

a. Segmen Satker; 
b. Segmen Program; 
c. Segmen Output; dan/atau 
d. Segmen Lokasi. 

(5) Usulan pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Utang meliputi pemutakhiran yang terkait 
dengan kode Nomor Register pada Segmen Dana. 

(6) Direktorat Jenderal Anggaran atau Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Utang melakukan verifikasi atas usulan pemutakhiran BAS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). 

(7) Dalam hal pemutakhiran BAS disetujui, Direktorat Jenderal 
Anggaran/Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan 
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persetujuan usulan pemutakhiran kepada Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. 

(8) Persetujuan usulan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) dapat disampaikan melalui sarana sistem informasi. 

Pasal 7 

(1) Penetapan kebijakan sebagai dasar pemutakhiran BAS sebagai 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, disebabkan antara lain 
karena: 
a. perubahan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau 

b. perubahan proses bisnis pengelolaan keuangan. 
(2) Pemutakhiran BAS yang disebabkan karena penetapan kebijakan 

yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa: 
a. kode Sumber Dana dan kode Cara Penarikan pada Segmen Dana; 
b. Segmen Bank; 

c. Segmen KPPN; 
d. Segmen Anggaran; 

e. Segmen Antar Entitas; dan 

f. Segmen Cadangan. 
(3) Pemutakhiran BAS yang disebabkan karena penetapan kebijakan 

yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran berupa: 
a. Segmen Program; 

b. Segmen Output; 

c. Segmen Kewenangan; dan 
d. Segmen Lokasi. 

(4) Penetapan kebijakan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan. 

(5) Penyampaian penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dapat disampaikan melalui sarana sistem informasi. 

Pasal 8 

(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan analisis berdasarkan 
usulan pemutakhiran dan penetapan kebijakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (2), dan 
Pasal 7 ayat (3). 
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(2) Dalam hal hasil analisa sebagaimana tersebut pada ayat (1) disetujui, 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemutakhiran BAS. 

(3) Dalam hal hasil analisa sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak 
disetujui, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembalikan usulan 
pemutakhiran untuk diperbaiki. 

(4) Hasil pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

(5) Tata Cara Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar beserta 
peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 10 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Desember 2013 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
MUHAMAD CHATIB BASRI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Desember 2013 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
AMIR SYAMSUDIN 
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